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Abstract 
The development of the digital economy in Indonesia has led to the emergence of online marketplace platforms that implement policies 
requiring sellers to offer products at prices equal to or lower than on other platforms. This study analyzes the legal implications of such 
policies on business competition and their impact on sellers and consumers within the online marketplace ecosystem. The research method 
used is normative juridical, analyzing applicable laws and regulations, particularly Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition 
of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Secondary data from legal literature, academic journals, and relevant case 
studies are used to evaluate the compliance of platform policies with the principles of competition law. This study results show that 
platform policies limiting sellers’ pricing autonomy potentially violate Article 5, Article 17, and Article 25 of Law No. 5 of 1999, 
which prohibit price-fixing and abuse of dominant position. These policies restrict sellers' autonomy, reduce profit margins, and may 
inhibit healthy competition between platforms. The negative impact on small and medium sellers can also harm consumers in the long 
term by reducing product choices and innovation. This study recommends reevaluating platform policies, strengthening the role of the 
Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in oversight, developing specific regulations for the digital economy, educating 
sellers and consumers, and implementing ethical business practices by platforms. Through these measures, a healthy, fair, and sustainable 
digital economic ecosystem in Indonesia can be achieved. 
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Abstrak 
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah memunculkan platform pasar daring yang menerapkan kebijakan 
meminta penjual menjual produk dengan harga lebih rendah atau sama dengan platform lain. Penelitian ini menganalisis 
implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap persaingan usaha serta dampaknya bagi penjual dan konsumen dalam 
ekosistem pasar daring. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan studi kasus terkait 
digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan platform dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan platform yang membatasi penetapan harga oleh penjual berpotensi melanggar 
Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pengaturan harga dan penyalahgunaan posisi 
dominan. Kebijakan ini membatasi otonomi penjual, menekan margin keuntungan, dan dapat menghambat persaingan 
sehat antar platform. Dampak negatif terhadap penjual kecil dan menengah juga dapat merugikan konsumen dalam 
jangka panjang melalui berkurangnya pilihan produk dan inovasi. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi ulang 
kebijakan oleh platform pasar daring, peningkatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan, 
pengembangan regulasi khusus untuk ekonomi digital, edukasi bagi penjual dan konsumen, serta penerapan etika bisnis 
oleh platform. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan 
berkelanjutan di Indonesia. 
 
Kata kunci: Hukum Persaingan Usaha; Ekonomi Digital; Pasar Daring 

 

I. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa 
perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling terpengaruh 
adalah sektor perdagangan, di mana digitalisasi telah merevolusi cara konsumen dan pelaku usaha berinteraksi 
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(Shahbaz et al., 2022). Teknologi internet dan perangkat genggam telah memungkinkan transaksi jual beli 
dilakukan secara online, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Era ekonomi digital ini ditandai dengan 
munculnya platform marketplace online yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, 
menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan jangkauan pasar yang luas (Kennedy & Wartoyo, 
2024b). Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru terkait persaingan usaha dan 
perlindungan konsumen dalam ekosistem digital yang terus berkembang. 

Di Indonesia, fenomena ini terlihat dengan jelas, negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa ini memiliki 
potensi pasar yang besar bagi perkembangan e-commerce. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 
79.50% pada tahun 2024 (A. P. J. I. Indonesia, 2024). Selain itu, pertumbuhan penggunaan smartphone dan 
perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan layanan digital turut mendorong perkembangan 
ekonomi digital. 

Platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lainnya telah menjadi bagian integral 
dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan, mulai 
dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang mewah. Kehadiran platform-platform ini tidak hanya 
memudahkan konsumen dalam berbelanja, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha, terutama Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengakses pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan 
biaya besar untuk infrastruktur fisik (Simarmata et al., 2023). Dalam persaingan yang semakin ketat antar 
platform marketplace, strategi bisnis yang inovatif dan agresif menjadi kunci untuk menarik minat konsumen 
dan penjual. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penerapan kebijakan yang mengharuskan penjual 
untuk menjual produk mereka dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan platform lain. Kebijakan ini 
biasanya disertai dengan berbagai insentif, seperti promosi, diskon, atau fitur-fitur khusus yang ditujukan 
untuk menarik konsumen (S. Indonesia, 2024a). Tujuan utamanya adalah untuk menawarkan harga yang lebih 
kompetitif dan mencegah konsumen berpindah ke platform pesaing. 

Namun, penerapan kebijakan tersebut menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks. Bagi penjual, 
khususnya UMKM, kebijakan ini dapat membatasi otonomi mereka dalam menentukan harga jual produk. 
Penjual mungkin dipaksa untuk menurunkan harga hingga tingkat yang tidak menguntungkan secara finansial, 
mengurangi margin keuntungan, dan bahkan mengakibatkan kerugian. Hal ini dapat berdampak pada 
keberlanjutan usaha mereka dan kemampuan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, 
tekanan untuk menawarkan harga yang lebih rendah dapat mempengaruhi kualitas produk dan layanan yang 
diberikan (Radella et al., 2021). Penjual mungkin terpaksa mengurangi biaya produksi atau operasional, yang 
pada akhirnya dapat berdampak negatif pada konsumen. Dari perspektif konsumen, meskipun harga yang 
lebih rendah mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang praktik ini dapat 
mengurangi pilihan dan kualitas produk di pasar. Jika banyak penjual kecil dan menengah tidak mampu 
bertahan, pasar akan didominasi oleh beberapa pemain besar, yang dapat mengurangi persaingan dan inovasi. 

Dalam konteks persaingan usaha, kebijakan platform marketplace yang meminta penjual untuk menjual dengan 
harga lebih rendah menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum 
persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian atau kegiatan yang dapat 
menghambat persaingan yang sehat, termasuk pengaturan harga dan penyalahgunaan posisi dominan. Praktik 
penetapan harga oleh platform marketplace dapat dianggap sebagai bentuk pengaturan harga yang dilarang, jika 
platform tersebut memaksa penjual untuk menetapkan harga tertentu. Selain itu, jika platform memiliki posisi 
dominan di pasar, kebijakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan 
persaingan dan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai implikasi 
hukum dari kebijakan tersebut, baik dari perspektif hukum nasional maupun internasional. 

Selain aspek hukum, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan ini. 
Ekonomi digital seharusnya menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan (Li & Rao, 2022). Jika kebijakan platform marketplace justru menghambat perkembangan 
UMKM dan merugikan konsumen dalam jangka panjang, maka tujuan tersebut tidak tercapai. 
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Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah permintaan kepada penjual untuk menjual produk dengan 
harga lebih rendah dibandingkan platform lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan pertama: bagaimana 
kebijakan tersebut mempengaruhi persaingan usaha di Indonesia? Penelitian ini akan menganalisis dampak 
kebijakan tersebut terhadap struktur pasar, termasuk bagaimana kebijakan ini memengaruhi keseimbangan 
antara platform besar dan kecil, serta implikasinya terhadap kompetisi antar platform. Selain itu, penelitian 
akan menelaah posisi tawar penjual dan konsumen dalam ekosistem marketplace, untuk menentukan apakah 
kebijakan ini mendorong persaingan yang sehat atau justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain, 
terutama bagi penjual kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk terus menurunkan 
harga. 

Pertanyaan kedua yang muncul adalah apakah kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum persaingan 
usaha yang berlaku di Indonesia? Untuk menjawab ini, penelitian akan menelaah kebijakan tersebut dalam 
kerangka hukum yang ada, khususnya UU Nomor 5 Tahun 1999, serta peraturan dan kebijakan lain yang 
relevan. Analisis akan mencakup interpretasi pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan harga, perjanjian 
yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Dengan demikian, penelitian akan mengidentifikasi 
apakah kebijakan platform marketplace ini melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil, atau 
masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum. 

Pertanyaan ketiga yang perlu dijawab adalah apa dampak kebijakan tersebut terhadap penjual dan konsumen 
dalam ekosistem marketplace online? Penelitian akan mengkaji implikasi praktis dari kebijakan ini, termasuk 
bagaimana penjual merespons tuntutan untuk menurunkan harga. Hal ini mencakup analisis terhadap margin 
keuntungan penjual, keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang, serta kemampuan mereka untuk 
bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, konsekuensi bagi konsumen juga akan dievaluasi, 
khususnya dalam hal harga, kualitas, dan variasi produk yang tersedia. Apakah kebijakan ini benar-benar 
menguntungkan konsumen dengan harga yang lebih rendah, atau justru berpotensi merugikan mereka jika 
kualitas produk menurun atau pilihan menjadi terbatas akibat penjual kecil yang tidak mampu bertahan? 

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari 
kebijakan platform marketplace yang meminta penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah. Melalui 
identifikasi dan analisis terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, penelitian ini akan mengevaluasi potensi 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup kajian 
mendalam terhadap hukum persaingan usaha, terutama terkait dengan larangan pengaturan harga dan 
penyalahgunaan posisi dominan, serta bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip 
perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut 
dengan peraturan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis akan mempertimbangkan 
pandangan dari otoritas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan preseden 
hukum yang ada. Perbandingan dengan praktik dan regulasi di negara lain juga akan dilakukan untuk 
memberikan perspektif yang lebih luas, sehingga dapat menilai apakah kebijakan serupa telah ditolak atau 
diterima di yurisdiksi lain, dan apa alasan di balik keputusan tersebut. 

Akhirnya, tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk praktik bisnis yang adil dan sesuai 
dengan hukum dalam ekonomi digital. Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi akan disusun bagi 
berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform marketplace, penjual, konsumen, dan regulator. Untuk 
platform marketplace, rekomendasi mungkin mencakup penyesuaian kebijakan agar lebih mendukung 
persaingan yang sehat dan keberlanjutan penjual. Bagi penjual, saran dapat diberikan mengenai strategi 
adaptasi dalam menghadapi kebijakan platform. Konsumen juga akan mendapatkan manfaat dari rekomendasi 
yang bertujuan menjaga kualitas dan variasi produk di pasar. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi acuan dalam merumuskan atau merevisi regulasi yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan 
teknologi dan model bisnis baru. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami 
dinamika persaingan usaha di era ekonomi digital, khususnya terkait dengan peran dan kebijakan platform 
marketplace. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi komunitas akademik, tetapi juga bagi praktisi bisnis 
dan pembuat kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dan praktis dari 
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kebijakan harga lebih rendah, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memastikan bahwa 
perkembangan ekonomi digital di Indonesia berlangsung secara sehat, adil, dan berkelanjutan. 

 

II. Metode Penulisan (untuk tulisan yang merupakan hasil penelitian) 

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap 
aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum persaingan usaha di marketplace online 
(Suyanto, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang ada dengan 
mengeksplorasi peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan 
(Sunggono, 2019). Pendekatan yuridis normatif membantu peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi 
efektivitas undang-undang yang mengatur persaingan usaha, terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 
dalam merespons tantangan yang muncul di era ekonomi digital. 

Selain itu, metode ini melibatkan telaah terhadap literatur ilmiah, jurnal hukum, dan studi kasus hukum 
terkait persaingan usaha di marketplace online (Benuf & Azhar, 2020). Data sekunder dari berbagai sumber ini 
dianalisis untuk menilai apakah regulasi yang ada telah cukup memadai atau masih terdapat kekurangan yang 
perlu diatasi dalam mengatur persaingan usaha di pasar digital. Pendekatan yuridis normatif juga 
memungkinkan peneliti melakukan studi perbandingan dengan regulasi di negara lain yang telah lebih dahulu 
mengatur sektor digital, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dapat memberikan wawasan untuk 
perbaikan regulasi di Indonesia. 

Metode ini dipilih karena cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang sifatnya normatif, seperti 
bagaimana undang-undang yang ada dapat mengatur fenomena digital yang dinamis, dan apakah diperlukan 
penyesuaian atau reformasi hukum untuk menghadapi tantangan baru dalam persaingan usaha di era digital 
(Sunggono, 2019). Dengan analisis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang 
solid dan relevan bagi pengembangan hukum persaingan usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan 
ekonomi digital di Indonesia. 

 

III. Pembahasan (Judul Pada Bagian Ini Disesuaikan Dengan Pembahasan Yang Akan Ditulis-Bisa 
Lebih Dari Satu Bagian) 

Dampak Kebijakan Marketplace Terhadap Penjual dan Persaingan Usah 

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi, 
platform marketplace online telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem perdagangan digital 
(Aminullah et al., 2024). Platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya telah 
menciptakan ruang virtual di mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan bertransaksi dengan mudah. 
Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak konsumen, beberapa platform 
marketplace menerapkan kebijakan khusus yang berfokus pada strategi penetapan harga. 

Salah satu kebijakan yang muncul adalah permintaan atau bahkan keharusan bagi penjual untuk menjual 
produk mereka dengan harga yang lebih rendah atau setidaknya sama dengan harga di platform lain (S. 
Indonesia, 2024b). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa platform tersebut menawarkan harga 
yang paling kompetitif di pasar, sehingga dapat menarik minat konsumen yang sensitif terhadap harga dan 
mencegah mereka berpindah ke platform lain yang menawarkan harga lebih murah. Dengan demikian, 
platform berupaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka dalam lingkungan persaingan 
yang semakin ketat. 

Kebijakan ini sering kali dituangkan dalam bentuk perjanjian atau syarat dan ketentuan yang harus disetujui 
oleh penjual sebelum mereka dapat berjualan di platform tersebut. Penjual diharuskan untuk memantau harga 
produk mereka di platform lain dan menyesuaikannya agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
(Dahliyanti & Sudarnice, 2023). Beberapa platform bahkan menerapkan sistem pemantauan otomatis yang 
dapat mendeteksi perbedaan harga dan memberlakukan sanksi kepada penjual yang tidak mematuhi kebijakan 
tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan peringkat pencarian produk, pembatasan akses ke fitur-
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fitur promosi, atau dalam kasus ekstrem, penutupan akun penjual (Sutanto & Muryanto, 2024). Selain itu, 
platform juga dapat menawarkan insentif kepada penjual yang mematuhi kebijakan harga ini, seperti 
peningkatan visibilitas produk, akses ke program promosi eksklusif, atau pengurangan biaya komisi (S. 
Indonesia, 2024b). Dengan kombinasi antara sanksi dan insentif, platform berharap dapat mendorong penjual 
untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kebijakan mereka. 

Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Di satu sisi, konsumen mungkin 
diuntungkan dengan adanya harga yang lebih rendah, tetapi di sisi lain, penjual mungkin menghadapi 
tantangan dalam mempertahankan margin keuntungan dan otonomi bisnis mereka. Selain itu, kebijakan ini 
juga menimbulkan isu hukum terkait persaingan usaha, karena dapat dianggap membatasi kebebasan penjual 
dan mempengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan (Fadhilah, 2019). 

Kebijakan yang mewajibkan penjual untuk menjual produk dengan harga lebih rendah atau sama dengan 
harga di platform lain memiliki dampak signifikan terhadap penjual, terutama dalam hal otonomi penetapan 
harga, margin keuntungan, dan posisi kompetitif mereka di pasar (Pohan et al., 2023). Kebijakan tersebut akan 
membatasi kebebasan penjual dalam menentukan harga jual produk mereka. Dalam ekonomi pasar bebas, 
penjual seharusnya memiliki hak untuk menetapkan harga berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti biaya 
produksi, biaya operasional, target margin keuntungan, dan kondisi pasar. Dengan adanya kebijakan ini, 
penjual dipaksa untuk menyesuaikan harga mereka sesuai dengan ketentuan platform, yang mungkin tidak 
selalu sejalan dengan strategi bisnis atau kebutuhan finansial mereka. 

Kemudian dengan adanya penurunan harga jual yang diharuskan oleh kebijakan ini dapat berdampak 
langsung pada margin keuntungan penjual. Penurunan harga tanpa disertai dengan pengurangan biaya 
produksi atau operasional berarti penjual harus menerima margin keuntungan yang lebih rendah (Ikhsan & 
Hasan, 2020). Hal ini khususnya memberatkan bagi penjual kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki 
skala ekonomi untuk menurunkan biaya produksi mereka. Margin keuntungan yang menipis dapat 
mengancam keberlanjutan usaha mereka, mengurangi kemampuan untuk berinvestasi dalam pengembangan 
produk, pemasaran, atau peningkatan layanan pelanggan. 

Kebijakan yang diberikan tersebut dapat menciptakan tekanan kompetitif yang tidak seimbang di pasar. 
Penjual besar atau produsen langsung mungkin mampu menyesuaikan harga mereka karena memiliki biaya 
produksi yang lebih rendah atau sumber daya yang lebih besar (Fadhilah, 2019). Sebaliknya, penjual kecil dan 
menengah menghadapi kesulitan untuk bersaing dalam kondisi tersebut yang mana hal tersebut akan dapat 
berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia mereka karena kebutuhan atas penghidupan yang layak seperti 
yang tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945 (Kennedy, 2023). Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan 
konsolidasi pasar di mana penjual besar semakin dominan, sementara penjual kecil dan menengah 
terpinggirkan atau bahkan terpaksa keluar dari pasar. 

Penjual juga menghadapi beban administratif dan operasional tambahan atas diberlakukannya kebijakan 
tersebut. Mereka harus secara aktif memantau harga produk mereka di berbagai platform untuk memastikan 
kepatuhan terhadap kebijakan harga. Proses ini memerlukan waktu dan sumber daya yang mungkin tidak 
dimiliki oleh penjual dengan keterbatasan staf atau teknologi (W. F. S. Putri et al., 2021). Selain itu, 
ketidakpastian dan ketakutan akan sanksi dari platform jika terjadi ketidakpatuhan dapat menimbulkan stres 
dan mengganggu fokus penjual pada aspek penting lain dari bisnis mereka. 

Hal tersebut dapat membuat hubungan antara penjual dan platform menjadi kurang seimbang, dimana 
platform dengan kekuatan pasar besar memiliki kendali yang lebih besar atas syarat dan ketentuan 
perdagangan, sementara penjual memiliki posisi tawar yang lemah (Akbar et al., 2023). Ketergantungan penjual 
pada platform untuk akses ke pasar dan konsumen membuat mereka berada dalam posisi di mana mereka 
harus menerima kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan mereka. 

Secara keseluruhan, dampak kebijakan ini terhadap penjual sangat signifikan dan kompleks. Tidak hanya 
mempengaruhi aspek finansial dan operasional, tetapi juga berimplikasi pada otonomi bisnis dan 
keberlanjutan usaha penjual, terutama bagi mereka yang berada di segmen kecil dan menengah (Shakira et al., 
2023). Disisi lain, kebijakan platform marketplace yang mewajibkan penjual untuk menjual dengan harga lebih 
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rendah atau sama dengan platform lain memiliki implikasi yang luas terhadap persaingan usaha. Dampak ini 
tidak hanya dirasakan oleh penjual individual, tetapi juga mempengaruhi struktur dan dinamika pasar secara 
keseluruhan. 

Kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai praktik anti-persaingan. Dengan mengharuskan penjual untuk 
menetapkan harga tertentu, platform secara efektif mengontrol harga di pasar, yang seharusnya ditentukan 
oleh mekanisme pasar bebas berdasarkan permintaan dan penawaran (Ningsih, 2019). Intervensi semacam ini 
dapat mengurangi variasi harga dan menghilangkan insentif bagi penjual untuk bersaing berdasarkan harga. 
Akibatnya, persaingan menjadi kurang dinamis dan inovatif, karena penjual tidak memiliki ruang untuk 
mengadopsi strategi harga yang berbeda. 

Kebijakan penentuan batasan harga tersebut juga dapat mengarah pada dominasi platform tertentu dalam 
pasar e-commerce. Platform yang berhasil menerapkan kebijakan ini dan menarik lebih banyak penjual dan 
konsumen dapat memperkuat posisi dominannya. Dominasi ini dapat menciptakan hambatan masuk bagi 
platform baru atau yang lebih kecil, karena mereka tidak mampu menawarkan insentif yang sama atau menarik 
penjual yang sudah terikat dengan platform dominan. Hal ini dapat mengurangi tingkat persaingan antar 
platform, yang pada akhirnya merugikan konsumen melalui berkurangnya pilihan dan inovasi. 

Platform dengan pangsa pasar besar dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memberlakukan syarat-syarat 
yang menguntungkan diri mereka sendiri tetapi merugikan penjual dan pesaing (Sutanto & Muryanto, 2024). 
Misalnya, dengan mengontrol harga, platform dapat memastikan bahwa mereka tetap menjadi pilihan utama 
konsumen, sementara penjual kehilangan kontrol atas strategi bisnis mereka. Penyalahgunaan ini bertentangan 
dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan dapat melanggar peraturan anti monopoli. Meskipun 
kebijakan ini mungkin menawarkan harga yang lebih rendah dalam jangka pendek, dominasi platform tertentu 
dan pengurangan persaingan dapat mengakibatkan kenaikan harga atau penurunan kualitas layanan di masa 
depan. Tanpa persaingan yang kuat, platform dominan mungkin tidak memiliki insentif untuk 
mempertahankan harga rendah atau meningkatkan layanan mereka. Selain itu, konsolidasi pasar dapat 
mengurangi pilihan produk dan layanan yang tersedia bagi konsumen. 

Penjual mungkin enggan untuk berinovasi atau menawarkan produk unik jika mereka tidak dapat menetapkan 
harga yang mencerminkan nilai tambah dari produk tersebut (Styaningrum, 2021). Dengan keterbatasan dalam 
penetapan harga, penjual mungkin tidak dapat menutup biaya pengembangan produk baru atau investasi 
dalam peningkatan kualitas. Hal ini dapat mengurangi keragaman dan kualitas produk yang tersedia di pasar. 

Dari perspektif hukum dan regulasi, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan 
undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Di Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian 
yang mengatur harga dan penyalahgunaan posisi dominan. Kebijakan platform yang mengatur harga jual 
penjual dapat dianggap melanggar ketentuan ini, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi platform 
dan berdampak negatif pada stabilitas pasar. Secara keseluruhan, dampak kebijakan ini terhadap persaingan 
usaha bersifat multidimensional dan kompleks. Kebijakan tersebut berpotensi mengganggu mekanisme pasar 
bebas, mengurangi persaingan dan inovasi, serta menciptakan risiko penyalahgunaan posisi dominan oleh 
platform (Kurniasari & Rahman, 2023). Dampak negatif ini tidak hanya merugikan penjual, tetapi juga 
konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. 

Analisis di atas menunjukkan bahwa kebijakan platform marketplace yang meminta atau mewajibkan penjual 
untuk menjual produk dengan harga lebih rendah atau sama dengan harga di platform lain memiliki dampak 
yang signifikan dan luas. Dampak tersebut mencakup pembatasan otonomi penjual dalam menetapkan harga, 
penurunan margin keuntungan, tekanan kompetitif yang tidak seimbang, dan beban administratif tambahan 
bagi penjual (W. F. S. Putri et al., 2021). Selain itu, kebijakan ini juga mempengaruhi dinamika persaingan 
usaha dengan potensi praktik anti-persaingan, dominasi platform tertentu, dan penyalahgunaan posisi 
dominan. 

Implikasi dari kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 
persaingan usaha yang sehat dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam jangka panjang, dampak negatif 
terhadap penjual dan persaingan usaha dapat merugikan konsumen melalui berkurangnya pilihan produk, 
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inovasi, dan potensi kenaikan harga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap 
kebijakan ini, baik dari perspektif ekonomi maupun hukum. Pemerintah dan regulator perlu 
mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital 
berjalan seiring dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil. Hal ini termasuk pengawasan 
terhadap praktik platform marketplace, perlindungan terhadap hak dan otonomi penjual, serta upaya untuk 
mendorong persaingan yang dinamis dan inovatif di pasar e-commerce. 

Potensi Pelanggaran Undang-Undang atas Kebijakan Pengaturan Harga oleh Marketplace 

Perkembangan ekonomi digital dan kemunculan platform marketplace online telah membawa tantangan baru 
dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh beberapa platform 
marketplace yang meminta atau bahkan mewajibkan penjual untuk menjual produk mereka dengan harga lebih 
rendah atau setidaknya sama dengan harga di platform lain menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya 
dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam analisis ini, akan dibahas bagaimana kebijakan tersebut dapat 
melanggar beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25, serta 
implikasi hukum yang mungkin timbul. Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk 
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang 
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama. Pasal ini bertujuan 
untuk mencegah praktik kartel harga atau penetapan harga secara horizontal yang dapat merugikan konsumen 
dan mengganggu mekanisme pasar bebas. 

Dalam konteks kebijakan platform marketplace yang mewajibkan penjual untuk menjual dengan harga lebih 
rendah atau sama dengan harga di platform lain, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5. Meskipun 
platform dan penjual bukanlah pelaku usaha pesaing secara langsung, namun platform memiliki peran 
signifikan dalam mengatur harga yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen (S. Indonesia, 2024b). 
Dengan menetapkan kebijakan tersebut, platform secara efektif mengontrol harga jual produk, yang 
seharusnya ditentukan oleh penjual berdasarkan mekanisme pasar. 

Kontrol terhadap harga jual oleh platform dapat dianggap sebagai bentuk intervensi yang mengganggu 
kebebasan penjual dalam menetapkan harga. Kebebasan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam 
ekonomi pasar bebas dan dijamin oleh hukum.1 Dengan membatasi hak penjual untuk menentukan harga, 
platform dapat dianggap melanggar Pasal 5 karena menciptakan kondisi di mana harga ditetapkan bukan oleh 
penjual, tetapi oleh kebijakan platform (Adam, 2023). Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengarah pada 
homogenisasi harga di pasar, mengurangi variasi harga yang seharusnya menjadi hasil dari persaingan bebas. 
Hal ini dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang, karena mengurangi pilihan dan potensi 
mendapatkan harga yang lebih kompetitif melalui mekanisme tawar-menawar atau diskon yang ditawarkan 
secara independen oleh penjual. 

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha yang menguasai pasar untuk menetapkan syarat-syarat 
perdagangan yang dapat merugikan konsumen atau menghambat pesaing. Pelaku usaha dianggap menguasai 
pasar jika memiliki pangsa pasar tertentu yang signifikan dan mampu mempengaruhi kondisi pasar secara 
umum. Platform marketplace yang memiliki pangsa pasar besar dan jumlah pengguna yang signifikan dapat 
dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menguasai pasar. Dengan kekuatan tersebut, platform memiliki 
kemampuan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan, termasuk kebijakan harga yang harus diikuti oleh 
penjual (A. T. N. Putri et al., 2024). Kebijakan yang mewajibkan penjual untuk menjual dengan harga lebih 
rendah atau sama dengan platform lain dapat dianggap sebagai syarat perdagangan yang merugikan, baik bagi 
penjual maupun bagi pesaing. 

Bagi penjual, kebijakan ini membatasi fleksibilitas mereka dalam berbisnis dan dapat mengurangi margin 
keuntungan, yang mana mempunyai implikasi terhadap berbagai macam bidang seperti penurunan kualitas 
hidup bukan hanya bagi penjual, akan tetapi juga bagi seluruh pekerja yang dinaunginya karena mendapatkan 
potongan dalam hal hak upah mereka tidak dipenuhi (Kennedy, 2024b). Bagi pesaing, terutama platform 
marketplace lain yang lebih kecil, kebijakan ini menciptakan hambatan untuk bersaing secara adil. Jika platform 

 
1 Dapat melanggar Pasal 5, 17, dan 25 UU No. 5 Tahun 1999 
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dominan berhasil menekan harga jual di platform mereka, platform lain mungkin kesulitan untuk menarik 
penjual dan konsumen, karena tidak dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat mengarah 
pada situasi di mana platform dominan semakin menguasai pasar, sementara pesaing lainnya terhambat 
pertumbuhannya. 

Lebih lanjut, syarat-syarat perdagangan yang ditetapkan oleh platform dapat dianggap merugikan konsumen 
dalam jangka panjang. Meskipun konsumen mungkin menikmati harga yang lebih rendah dalam jangka 
pendek, kurangnya persaingan antar platform dapat mengurangi insentif untuk inovasi dan peningkatan 
kualitas layanan. Pada akhirnya, konsumen mungkin menghadapi pilihan yang terbatas dan potensi kenaikan 
harga jika platform dominan memutuskan untuk memanfaatkan posisi mereka tanpa adanya pesaing yang 
kuat. 

Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk 
menyalahgunakan posisi tersebut dengan cara yang dapat merugikan persaingan usaha atau kepentingan 
umum. Posisi dominan didefinisikan sebagai situasi di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang 
signifikan di pasar yang bersangkutan, atau memiliki posisi tertinggi di antara pesaing lainnya dalam hal pangsa 
pasar dan kemampuan mempengaruhi pasar.  

Platform marketplace dengan pangsa pasar besar dan basis pengguna yang luas dapat dianggap memiliki posisi 
dominan. Penyalahgunaan posisi dominan dapat terjadi jika platform menggunakan kekuatan mereka untuk 
memberlakukan kebijakan yang merugikan penjual atau menghambat persaingan. Kebijakan yang mewajibkan 
penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah atau sama dengan platform lain dapat dianggap sebagai 
bentuk penyalahgunaan posisi dominan (Pasaribu, 2024). Dengan kebijakan tersebut, platform memaksa 
penjual untuk mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan tanpa memberikan ruang bagi negosiasi atau fleksibilitas. 
Penjual tidak memiliki banyak pilihan, karena ketergantungan mereka pada platform untuk mengakses pasar 
dan konsumen. Selain itu, platform dapat menggunakan kebijakan ini untuk menghambat pertumbuhan 
pesaing, dengan memastikan bahwa harga di platform mereka selalu lebih kompetitif, sehingga menarik lebih 
banyak konsumen dan penjual. 

Penyalahgunaan posisi dominan ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan dapat 
merugikan kepentingan umum. Dalam jangka panjang, dominasi platform tertentu dapat mengurangi 
persaingan, inovasi, dan pilihan bagi konsumen. Hal ini juga dapat merugikan penjual, terutama yang berskala 
kecil dan menengah, yang tidak memiliki daya tawar kuat terhadap platform dominan. Berdasarkan analisis 
terhadap Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, kebijakan platform marketplace yang meminta 
penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah atau sama dengan platform lain berpotensi melanggar 
ketentuan-ketentuan tersebut. Implikasi hukumnya adalah bahwa platform dapat dikenai sanksi oleh KPPU 
jika terbukti melakukan pelanggaran. 

KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 memiliki 
kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktek-praktek yang melanggar hukum 
persaingan usaha. Jika platform terbukti melanggar, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa 
denda, perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk 
memulihkan kondisi persaingan yang sehat. 

Selain implikasi hukum, terdapat implikasi praktis bagi platform, penjual, dan konsumen. Platform yang 
terlibat dalam praktik melanggar hukum dapat mengalami kerugian reputasi dan kepercayaan dari penjual dan 
konsumen. Penjual mungkin mencari alternatif platform yang lebih adil dan tidak memberlakukan kebijakan 
yang merugikan. Konsumen juga dapat terpengaruh jika pilihan produk dan layanan menjadi terbatas akibat 
penurunan jumlah penjual atau berkurangnya persaingan. 

Dalam menilai apakah kebijakan platform melanggar UU No. 5 Tahun 1999, perlu dilakukan penafsiran yang 
komprehensif terhadap ketentuan hukum dan fakta-fakta yang ada. Beberapa pertimbangan yang perlu 
diperhatikan antara lain: 
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1. Apakah platform dan penjual dianggap sebagai pelaku usaha pesaing atau memiliki hubungan vertikal? 
Dalam konteks hukum persaingan usaha, hubungan vertikal biasanya terjadi antara pelaku usaha pada 
tingkat produksi atau distribusi yang berbeda. Meskipun demikian, intervensi platform dalam 
penetapan harga jual dapat dianggap sebagai pengaruh horizontal jika berdampak pada kompetisi di 
antara penjual. 

2. Platform mungkin berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 
memberikan manfaat bagi konsumen melalui harga yang lebih rendah. Namun, jika dampaknya justru 
merugikan persaingan dan menghambat penjual lain, maka kebijakan tersebut dapat dianggap 
melanggar hukum. 

3. Apakah platform benar-benar memiliki posisi dominan di pasar? Jika ya, apakah kebijakan mereka 
merupakan bentuk penyalahgunaan posisi tersebut? Penentuan posisi dominan memerlukan analisis 
pangsa pasar, kekuatan pasar, dan kemampuan platform untuk mempengaruhi kondisi pasar secara 
signifikan. 

4. Ekonomi digital memiliki karakteristik khusus, seperti efek jaringan dan economies of scale yang berbeda 
dari ekonomi tradisional. Penafsiran hukum perlu mempertimbangkan karakteristik ini untuk 
memastikan bahwa penerapan hukum persaingan usaha tetap relevan dan efektif dalam konteks baru. 

Melihat praktik di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan. Di Uni Eropa, misalnya, klausul paritas 
harga yang diterapkan oleh platform online hotel booking telah dianggap melanggar hukum persaingan dan 
dilarang di beberapa negara anggota (Ennis et al., 2023). Otoritas persaingan di negara-negara tersebut menilai 
bahwa klausul tersebut menghambat persaingan harga dan merugikan konsumen. 

Di Amerika Serikat, otoritas persaingan juga mengawasi praktik platform digital besar yang berpotensi 
menyalahgunakan posisi dominan mereka. Kasus-kasus seperti terhadap Amazon dan Apple menunjukkan 
bahwa intervensi dalam penetapan harga dan syarat perdagangan dapat menjadi subjek penyelidikan anti-
monopoli (Kim, 2021). Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa ada kesadaran global mengenai 
potensi pelanggaran hukum persaingan usaha oleh platform digital, dan pentingnya regulasi yang tepat untuk 
mengatasi tantangan ini. 

Untuk mengatasi potensi pelanggaran dan memastikan persaingan usaha yang sehat, beberapa langkah dapat 
direkomendasikan: 

1. KPPU perlu proaktif dalam memantau dan menindak praktik-praktik yang berpotensi melanggar UU 
No. 5 Tahun 1999. Penyelidikan terhadap kebijakan platform marketplace dan dampaknya terhadap 
persaingan perlu dilakukan secara menyeluruh. 

2. Pemerintah dan legislatif dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang mengatur 
platform digital dan marketplace online. Regulasi ini harus mempertimbangkan karakteristik unik 
ekonomi digital dan memastikan bahwa hukum persaingan usaha dapat diterapkan secara efektif. 

3. Penjual perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Sosialisasi mengenai praktik bisnis yang adil dan legal dapat membantu penjual untuk memahami dan 
menolak kebijakan yang merugikan mereka. 

4. Platform marketplace sebaiknya membuka dialog dengan penjual untuk mencari solusi yang 
menguntungkan semua pihak. Kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan kepentingan 
penjual dan tidak hanya berfokus pada keuntungan platform. 

Kebijakan platform marketplace yang meminta atau mewajibkan penjual untuk menjual dengan harga lebih 
rendah atau sama dengan platform lain berpotensi melanggar Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 
1999. Kebijakan tersebut membatasi kebebasan penjual dalam menetapkan harga, merugikan persaingan sehat 
antar platform, dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan oleh platform yang menguasai 
pasar. 

Implikasi hukum dari pelanggaran ini serius, termasuk kemungkinan sanksi dari KPPU dan dampak negatif 
terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis platform. Oleh karena itu, penting bagi platform untuk meninjau 
kembali kebijakan mereka dan memastikan bahwa praktik bisnis yang diterapkan sejalan dengan hukum dan 
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang 
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berlaku, platform marketplace dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi digital yang adil dan 
berkelanjutan, memberikan manfaat bagi penjual, konsumen, dan seluruh ekosistem perdagangan elektronik 
di Indonesia. 

Etika Bisnis dan Perbandingan Kebijakan dengan Negara Lain 

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis global, termasuk 
dalam hal persaingan usaha. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam mengatur platform 
digital, terutama terkait dengan kebijakan harga yang dapat mempengaruhi dinamika pasar. Untuk memahami 
posisi Indonesia dalam konteks ini, penting untuk melakukan komparasi dengan regulasi yang diterapkan di 
negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang telah mengambil langkah-langkah konkret dalam 
mengatasi masalah serupa. 

Di Uni Eropa, perhatian terhadap praktik anti-persaingan oleh platform digital telah menjadi fokus utama 
otoritas regulasi. Salah satu isu yang menonjol adalah penggunaan klausul paritas harga atau "price parity clauses" 
oleh platform online (Ennis et al., 2023). Klausul ini mengharuskan penjual untuk tidak menawarkan produk 
atau layanan mereka dengan harga lebih rendah di platform lain atau melalui saluran penjualan mereka 
sendiri. Praktik ini dianggap dapat membatasi persaingan harga antar platform dan menghambat kebebasan 
penjual dalam menetapkan strategi harga mereka. 

Sebagai respons terhadap hal ini, Uni Eropa telah melarang penggunaan klausul paritas harga yang memaksa 
penjual untuk menawarkan harga yang sama atau lebih rendah di platform tertentu (Mantovani et al., 2021). 
Larangan ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang lebih sehat antar platform dan memberikan 
kebebasan lebih besar kepada penjual dalam menetapkan harga. Dengan demikian, penjual dapat menawarkan 
harga yang lebih kompetitif di platform lain atau melalui saluran penjualan langsung mereka, sehingga 
konsumen mendapatkan manfaat dari persaingan harga yang lebih ketat. 

Selain itu, Uni Eropa juga telah mengadopsi Regulasi Platform-to-Business (P2B) yang bertujuan untuk 
meningkatkan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara platform online dan pengguna bisnis (Aloisi, 
2022). Regulasi ini mengharuskan platform untuk memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan 
ketentuan mereka, termasuk kebijakan peringkat pencarian dan alasan penangguhan atau penghentian akun 
penjual. Langkah ini menunjukkan komitmen Uni Eropa dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan 
transparan bagi semua pelaku pasar. 

Di Amerika Serikat, pengawasan terhadap praktik anti-persaingan oleh platform digital besar dilakukan melalui 
Federal Trade Commission (FTC) (Hazlett, 2023). FTC memiliki mandat untuk melindungi konsumen dan 
memastikan bahwa pasar tetap kompetitif. Dalam konteks platform digital, FTC telah melakukan investigasi 
dan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang diduga melakukan praktik monopoli atau anti-
persaingan. 

Salah satu kasus yang menonjol adalah investigasi terhadap perusahaan teknologi besar terkait dengan 
penggunaan data dan kontrol pasar mereka (Kim, 2021). FTC telah menyoroti bagaimana platform digital 
dapat menyalahgunakan posisi dominan mereka untuk menghambat persaingan, misalnya dengan 
mengutamakan produk atau layanan mereka sendiri di atas penawaran dari pihak ketiga. Selain itu, FTC juga 
mengawasi praktik-praktik yang dapat membatasi kebebasan penjual, termasuk kebijakan harga yang tidak adil. 

Dari pengalaman Uni Eropa dan Amerika Serikat, terdapat beberapa pembelajaran penting bagi Indonesia 
dalam mengatur platform digital dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Pertama, terdapat kebutuhan 
untuk mengembangkan regulasi khusus yang mempertimbangkan karakteristik unik ekonomi digital. Ekonomi 
digital memiliki dinamika yang berbeda dengan ekonomi tradisional, termasuk kecepatan inovasi teknologi, 
model bisnis yang disruptif, dan jangkauan pasar yang lintas batas. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup 
untuk mengatasi tantangan baru yang muncul, sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif 
dan adaptif. 
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Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas persaingan usaha juga menjadi sangat penting. KPPU di 
Indonesia perlu proaktif dalam memantau praktik-praktik platform online dan memastikan kepatuhan terhadap 
hukum persaingan usaha (Fadhilah, 2019). Ini termasuk melakukan investigasi terhadap dugaan praktik anti-
persaingan, memberikan sanksi yang tepat, dan berkolaborasi dengan otoritas internasional untuk menangani 
isu yang bersifat global. 

Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan pentingnya transparansi dan keadilan dalam 
hubungan antara platform dan penjual. Platform harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah 
dipahami tentang kebijakan mereka, termasuk kebijakan harga, peringkat pencarian, dan prosedur penanganan 
sengketa (Simarmata et al., 2023). Dengan demikian, penjual dapat membuat keputusan yang terinformasi dan 
merasa dilindungi dalam ekosistem digital. Implementasi regulasi yang efektif juga memerlukan partisipasi aktif 
dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Dialog dan 
konsultasi publik dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dikembangkan mencerminkan kebutuhan 
dan kepentingan semua pihak, serta dapat diimplementasikan secara efektif. 

Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengadaptasi praktik terbaik 
dari negara lain. Misalnya, dengan melarang klausul paritas harga yang membatasi kebebasan penjual dalam 
menetapkan harga, Indonesia dapat mendorong persaingan yang lebih sehat antar platform dan memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi konsumen (Sutanto & Muryanto, 2024). Selain itu, dengan meningkatkan 
kapasitas dan sumber daya KPPU, Indonesia dapat memastikan bahwa otoritas persaingan usaha memiliki 
kemampuan untuk menangani tantangan yang muncul dari ekonomi digital. 

Penting juga bagi Indonesia untuk mempertimbangkan aspek edukasi dan peningkatan kesadaran di kalangan 
penjual dan konsumen (Munawaroh, 2024). Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, penjual dapat 
lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem 
digital yang adil. Konsumen, di sisi lain, dapat membuat pilihan yang lebih terinformasi dan mendukung 
praktik bisnis yang etis. 

Secara keseluruhan, komparasi dengan regulasi di negara lain menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi 
Indonesia dalam mengatur platform digital bukanlah hal yang unik. Negara-negara di seluruh dunia sedang 
berupaya untuk menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, 
serta memastikan persaingan yang sehat dan perlindungan bagi semua pelaku pasar. Dengan belajar dari 
pengalaman negara lain dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks nasional, Indonesia dapat 
mengembangkan kerangka regulasi yang efektif dan berkelanjutan. 

Selain pertimbangan hukum dan regulasi, penting untuk mengevaluasi kebijakan platform marketplace dari 
perspektif etika bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan 
dalam beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan mereka (Asida et al., 2022). Dalam konteks 
kebijakan yang meminta penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah dibandingkan platform lain, 
terdapat beberapa aspek etika yang perlu dipertimbangkan. 

Kebijakan yang diterapkan oleh platform harus adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penjual kecil dan 
menengah. Kebijakan yang memaksa penjual untuk menurunkan harga dapat menimbulkan ketidakadilan jika 
penjual tidak memiliki kapasitas yang sama untuk menyerap penurunan margin keuntungan (Hazlett, 2023). 
Penjual besar mungkin mampu mengatasi tekanan harga karena skala ekonomi yang mereka miliki, sementara 
penjual kecil dapat mengalami kesulitan finansial. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan antara pelaku usaha 
dan mengganggu keseimbangan pasar. 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa yang tertanam melalui Pancasila, 
dimana diharapkan agar seluruh aktivitas termasuk aktivitas usaha mengikuti nilai-nilai yang telah hidup di 
tengah bangsa Indonesia, salah satunya adalah melalui prinsip keadilan (Kennedy & Wartoyo, 2024a). Prinsip 
keadilan juga mengharuskan platform untuk mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap 
keberlangsungan usaha penjual. Memaksakan kebijakan harga tanpa memperhatikan kondisi individual 
penjual dapat dianggap tidak etis. Sebaliknya, platform seharusnya memberikan ruang bagi penjual untuk 
menetapkan strategi harga mereka sendiri, sesuai dengan model bisnis dan target pasar mereka. Platform 
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marketplace memiliki peran signifikan dalam ekosistem bisnis digital dan karenanya memiliki tanggung jawab 
untuk mendukung perkembangan yang sehat dan berkelanjutan. Ini termasuk mendukung penjual kecil dan 
menengah, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dengan memberikan dukungan berupa 
pelatihan, akses ke teknologi, dan fasilitas pemasaran, platform dapat membantu penjual meningkatkan daya 
saing mereka. 

Tanggung jawab sosial juga mencakup komitmen untuk tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan pihak 
lain atau masyarakat luas. Kebijakan yang dapat mengarah pada monopoli atau menghambat persaingan sehat 
bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial. Platform harus berupaya untuk menciptakan lingkungan 
bisnis yang inklusif dan mendorong inovasi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi konsumen 
dan ekonomi secara keseluruhan (Kim, 2021). Kebijakan dan syarat-syarat yang diberlakukan harus 
disampaikan dengan jelas dan transparan oleh platform marketplace kepada penjual. Penjual perlu memahami 
dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka, konsekuensi dari ketidakpatuhan, dan bagaimana kebijakan 
tersebut akan mempengaruhi bisnis mereka. Ketidakjelasan atau informasi yang menyesatkan dapat dianggap 
sebagai pelanggaran etika bisnis dan merusak hubungan jangka panjang. 

Transparansi juga melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data. Platform 
harus memastikan bahwa data penjual digunakan secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Penjual harus diberi tahu tentang bagaimana data mereka digunakan dan memiliki kontrol atas informasi 
pribadi mereka (Kennedy, 2024a). Ini penting untuk menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan data. 
Semua penjual harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh ada perlakuan istimewa yang menguntungkan 
satu pihak atas pihak lain tanpa alasan yang sah (Asida et al., 2022). Diskriminasi dapat terjadi jika kebijakan 
harga secara tidak proporsional mempengaruhi penjual tertentu, misalnya berdasarkan ukuran bisnis, lokasi 
geografis, atau jenis produk. Platform harus memastikan bahwa kebijakan mereka tidak menimbulkan bias dan 
memberikan kesempatan yang sama bagi semua penjual untuk berhasil. Dengan melibatkan penjual dalam 
pengembangan kebijakan dan mendengarkan masukan mereka, platform dapat menciptakan kebijakan yang 
lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Ini juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan 
saling menguntungkan antara platform dan penjual. 

Dari perspektif etika bisnis, kebijakan yang meminta penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah 
dibandingkan platform lain menimbulkan sejumlah tantangan moral (Cano et al., 2023). Meskipun tujuan 
kebijakan tersebut mungkin untuk memberikan harga terbaik bagi konsumen, dampaknya terhadap penjual 
dan persaingan usaha harus dipertimbangkan secara hati-hati. Platform perlu menyeimbangkan kepentingan 
mereka dengan tanggung jawab mereka terhadap penjual dan pasar secara keseluruhan. 

Untuk mencapai keseimbangan ini, platform dapat mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, mereka 
dapat menyediakan fleksibilitas dalam kebijakan harga, memungkinkan penjual untuk menetapkan harga 
berdasarkan pertimbangan bisnis mereka sendiri. Kedua, platform dapat menawarkan dukungan tambahan 
kepada penjual yang mungkin terkena dampak negatif dari kebijakan harga, seperti program pelatihan atau 
bantuan pemasaran. Ketiga, platform dapat memastikan bahwa kebijakan mereka konsisten dengan prinsip-
prinsip etika bisnis dan tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Dengan menerapkan pendekatan 
yang berfokus pada etika, platform marketplace dapat membangun reputasi positif dan hubungan yang kuat 
dengan penjual dan konsumen. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi keberhasilan bisnis mereka sendiri 
tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. 

Melalui komparasi dengan regulasi di negara lain dan analisis dari perspektif etika bisnis, dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan platform marketplace yang meminta penjual untuk menjual dengan harga lebih rendah 
dibandingkan platform lain menimbulkan implikasi yang kompleks. Regulasi di Uni Eropa dan Amerika 
Serikat menunjukkan kecenderungan untuk melarang atau mengawasi praktik-praktik yang dapat membatasi 
persaingan dan merugikan penjual (Ennis et al., 2023; Hazlett, 2023). Indonesia dapat mengambil 
pembelajaran dari pengalaman tersebut untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan konteks nasional 
dan dinamika ekonomi digital. 

Dari sudut pandang etika bisnis, platform perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, 
transparansi, dan non-diskriminasi dalam kebijakan mereka. Dengan mengedepankan etika dalam praktik 
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bisnis, platform dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, otoritas regulasi, platform, 
penjual, dan konsumen, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini. Melalui dialog dan kolaborasi, 
solusi yang adil dan efektif dapat ditemukan, memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan 
manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. 

IV. Penutup 

Kebijakan platform marketplace yang mewajibkan atau mendorong penjual untuk menjual produk dengan 
harga lebih rendah atau sama dengan platform lain memiliki dampak signifikan terhadap struktur persaingan 
usaha di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat harga yang lebih rendah bagi 
konsumen dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut membawa dampak negatif terhadap 
penjual, terutama yang berskala kecil dan menengah, dengan menekan margin keuntungan mereka dan 
membatasi otonomi dalam penetapan harga. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menghambat 
keberlanjutan usaha penjual kecil dan mengurangi tingkat persaingan antar-platform, yang pada akhirnya dapat 
merugikan konsumen melalui berkurangnya pilihan produk, inovasi, dan kemungkinan kenaikan harga. 

Secara hukum, kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang diatur dalam UU 
Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 5 tentang pengaturan harga, Pasal 17 terkait syarat-syarat perdagangan 
yang merugikan, dan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Pengaturan harga oleh platform 
marketplace dapat dinilai sebagai bentuk penghambatan terhadap mekanisme pasar bebas dan menimbulkan 
dominasi platform tertentu di pasar e-commerce, sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat dan 
merugikan kepentingan umum. 

Selain itu, kebijakan tersebut menimbulkan isu etika bisnis, terutama terkait dengan prinsip keadilan, 
tanggung jawab sosial, transparansi, dan non-diskriminasi. Platform seharusnya mempertimbangkan dampak 
kebijakan ini terhadap penjual kecil dan menengah serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak 
menimbulkan ketidakadilan atau merugikan keberlanjutan usaha penjual. 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam menekan dan/atau menyelesaikan kendala atas kebijakan tersebut 
antara lain: 

1. Platform marketplace perlu mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan harga mereka untuk 
mendukung persaingan usaha yang sehat. Kebijakan harga sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada 
penjual untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, terutama bagi penjual 
kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam bersaing dari sisi harga. Platform juga sebaiknya 
memberikan insentif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan daripada sekadar penurunan 
harga. 

2. KPPU perlu secara aktif memantau dan menindak kebijakan yang berpotensi melanggar Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999. Pengawasan yang ketat terhadap praktik marketplace diperlukan untuk 
mencegah penyalahgunaan posisi dominan dan memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara 
sehat dan adil. KPPU dapat mengeluarkan pedoman khusus yang menjelaskan batasan-batasan yang 
harus diperhatikan oleh platform dalam mengatur harga. 

3. Pemerintah dan legislatif perlu mempertimbangkan regulasi khusus yang mengatur ekonomi digital, 
terutama terkait dengan platform marketplace. Regulasi ini harus mempertimbangkan karakteristik 
unik ekonomi digital dan menekankan pada transparansi, perlindungan konsumen, serta 
perlindungan terhadap penjual kecil dan menengah. Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat 
membantu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. 

4. Pemerintah dan asosiasi e-commerce dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada penjual 
mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi kebijakan platform. Dengan memahami ketentuan 
hukum yang berlaku, penjual dapat lebih proaktif dalam menegosiasikan kebijakan yang adil. 
Konsumen juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya mendukung penjual kecil dan menengah 
sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan. 
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Platform perlu mengedepankan etika bisnis dalam setiap kebijakan yang mereka terapkan, dengan 
mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Dengan mengedepankan etika 
bisnis, platform dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan usaha 
penjual secara adil. Hal ini juga akan membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari penjual dan 
konsumen terhadap platform. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan perkembangan ekonomi 
digital di Indonesia dapat berjalan secara sehat, adil, dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi 
penjual, konsumen, serta seluruh masyarakat. 
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